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keinginan pemerintah untuk mengembangkan 
pemerintahan desa yang demokratis dalam 
konteks pemerintahan daerah, dimana kabupaten 
memainkan peran pengawasan. Penggantinya, 
yaitu UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daearh 
menggeser fokus pada peningkatan pelayanan 
masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan 
desa yang efisien dengan mengorbankan prinsip-
prinsip demokratis di pemerintahan desa. 

Duapuluh tahun sebelum era reformasi, 
politik pedesaan begitu dibatasi, dan disalurkan 
melalui organisasi desa yang direstui pemerintah 
pusat. Administrasi pemerintahan desa dibuat 
seragam di seluruh daerah di Indonesia, yang 
mengakibatkan hilangnya keberagaman politis 
dan organisatoris. Meskipun kepala desa dipilih 
oleh masyarakat  setempat, proses pemilihannya 
tidak bebas dari intimidasi, penyuapan, patronase 
dan campurtangan dari pemerintahan tingkat 
kabupaten dan militer. Kepemimpinan desa 
dengan demikian pada umumnya bersifat 
otoritarian, dengan tidak disertai mekanisme 
pertanggungjawaban. Kasus-kasus penggelapan 
dana dalam program terjadi di mana-mana

Mengawali babak baru, UU 22/1999 
menyediakan ruang bagi desa untuk melaksanakan 
prinsip pemerintahan sendiri yang sangat 
demokratis, terutama melalui Badan Perwakilan 
Desa yang dipilih, dan dengan demikian 
membalikkan pengekangan demokrasi pada 
tingkat desa yang telah terjadi puluhan tahun. 
Demokrasi tingkat desa ini memberikan ruang 
untuk keragaman, aspirasi setempat, dan 
kemampuan menjawab tantangan. Desa-desa 
dapat menggunakan lagi struktur organisasi 
tradisional dan dapat mempertahankan “otonomi 
adat” mereka (misalnya, seperti dalam kasus 
nagari di Sumatera Barat dan kampong di 
Kalimantan).

Akhir-akhir ini, UU 32/2004 dan peraturan 
pelaksananya PP 72/2005  mengenalkan  
perubahan-perubahan mendasar. Dinamika yang 
tercipta pada tingkat desa dengan penerapan 
lembaga dan mekanisme demokratis dipandang 
oleh pemerintah pusat sebagai penghambat 
pemerintahan desa yang efektif. Maka dari itu 
fokus dari undang-undang desentralisasi yang 
baru bergeser untuk peningkatan pemberian 
pelayanan dan efisiensi – dengan mengorbankan 

pertanggungjawaban, serta check and balances 
di tingkat pemerintahan desa. Revisi ini bertujuan 
terutama untuk untuk meningkatkan administrasi 
desa. Sekretaris desa ditunjuk oleh pemerintah 
kabupaten dan diangkat dari kalangan pegawai 
negeri (atau diberi status sama dengan pegawai 
negeri). Pergeseran ke  titik berat “efisiensi” juga 
terlihat dalam perubahan yang dibuat bagi Badan 
Penasehat Desa (BPD). Untuk mencegah adanya 
persengketaan dan persaingan yang merupakan 
unsur yang wajar dalam kasanah demokrasi, 
BPD dikembalikan menjadi lembaga konsultatif 
dengan anggota yang ditunjuk, dan ditentukan 
melalui konsensus antara para sesepuh di desa. 
BPD ini hampir tidak mempunyai wewenang 
untuk menjalankan supervisi dan kontrol atas 
pemerintahan desa. Mekanisme horisontal 
pertanggungjawaban kepada masyarakat lewat 
BPD digantikan dengan pertanggungjawaban 
keatas ke kabupaten melalui Camat.

Sifat yang lebih positif dari UU 32/2004 adalah 
pelimpahan dana yang lebih formal ke tingkat 
desa. Alokasi Dana Desa dapat memberikan 
sumber keuangan bagi desa agar mereka dapat 
memberikan jasa pelayanan yang lebih berbobot 
dan melakukan tindakan fleksibel segera apabila 
ada keperluan mendesak. Meskipun demikian, 
karena urusan desa yang sebenarnya tidak 
didefinisikan dengan jelas, desa menjadi bingung 
bagaimana menggunakan dana yang lebih besar, 
dana yang sebenarnya pada umumnya belum 
pernah disalurkan kepada desa.

Baik dalam UU 22/1999 maupun UU 
32/2004, desa merupakan sub-sistem dari 
pemerintahan daerah. Tetapi konsep dasar terkait 
dengan tingkat otonomi desa (misalnya hak dan 
kewajiban dalam menjalankan urusannya sendiri) 
masih tetap tidak jelas dalam UU 32/2004. 
Hakekat sebenarnya dari pemerintahan desa 
dan fungsinya, diserahkan kepada kebijakan 
kabupaten. Namun kabupaten cenderung 
ingin mempertahankan peran mereka sendiri 
dan tidak menyerahkan fungsi pelayanan atau 
sumber keuangan tingkat desa. Hampir tidak 
ada kabupaten saat ini mengambil inisiatif untuk 
mengembangkan inovasi dalam kebijakan yang 
terkait dengan desa atau memberikan tanggapan 
secara kreatif atas kondisi setempat. Kemajuan 
yang sangat lamban dalam pendelegasian tugas-
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tugas ke tingkat desa, dan dalam penyerahan 
dana yang diperlukan, mengurangi  arti demokrasi 
di tingkat desa. Desa tidak hanya diperlemah 
secara politis, tetapi desa juga tidak memperoleh 
peran administratif seperti yang dijanjikan dalam 
kerangka undang-undang yang baru.    

Pertanggungjawaban kepala desa dan BPD 
yang sedemikian sedikit kepada masyarakatnya 
akan sangat mungkin mengurangi partisipasi 
masyarakat secara luas, dan membuat usaha 
pembangunan di desa tidak berhasil dan tidak 
ada pengawasan yang terbuka. Pendidikan politik 
dan internalisasi nilai biasanya terjadi dalam 
lingkup interaksi sosial setiap hari. Transparansi, 
pertanggungjawaban dan akses ke pengambil 
keputusan keputusan yang terbatas pada 
tingkat terbawah berarti kemunduran besar bagi 
pertumbuhan demokrasi secara keseluruhan di 
Indonesia. 

Dengan kehidupan demokrasi yang difokuskan 
ke tingkat kepala desa, jabatan kepala desa 
nampaknya akan dikejar oleh banyak orang. 
Pembelian suara dengan membagi uang dan 
hadiah merupakan hal yang biasa, yang akibatnya 
membatasi calon hanya bagi elite pedesaan 
yang kaya atau orang-orang yang berusaha 
memasukkan investor dibelakang mereka. Satu-
satunya alat pengerem sekarang ini terhadap 
kepala desa adalah sekretaris desa. Tetapi hal 
ini hanya dapat dijalankan melalui hubungan 
keatas ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi 
daripada dengan pengawasan demokratis. 

Munculnya asosiasi tingkat desa (kepala desa, 
BPD atau asosiasi bersama kedua unsur ini) yang 
dimulai pada tahun 2000 mungkin juga pada 
akhirnya akan menjadi  suatu fenomena yang 
terbatas pada para Kepala Desa. Didukung LSM, 
asosiasi ini telah berkembang dalam kekuatan 
maupun efektivitasnya dalam saling tukar 
informasi dan pengalaman, pemberian advokasi 
mengenai kebijakan tingkat desa di kabupaten; 
dan mendorong alokasi dana yang semakin besar. 
Setelah penurunan fungsi BPD, nampaknya hanya 
asosiasi kepala desa/administrasi (sebuah badan 
nasional didirikan pada awal tahun 2005) akan 
terus berkembang, tetapi ini tidak selalu mewakili 
kepentingan masyarakat desa. Perhatian para 
kepala desa adalah bagaimana mereka dan 
perangkat desa dapat diangkat menjadi pegawai 

negeri, kenaikan gaji dan perpanjangan masa 
kerja mereka sampai sepuluh tahun. 

Karena tidak ada seperangkat tugas yang jelas 
untuk desa, dan juga dana perimbangan, desa 
harus terus menggantungkan diri pada proses 
pembangunan atas-bawah yang diharapkan 
langsung terkait dengan proses anggaran 
di kabupaten, tetapi prakteknya hal ini agak 
kaku  dan tidak begitu responsif. Di atas kertas, 
pendekatan perencanaan atas bawah dengan 
prinsip dasar partisipasi dan transparansi begitu 
menarik. Diskusi bersama mengenai perencanaan 
pembangunan pada tingkat desa (Musrenbang 
Desa) diberi tempat utama dan bahan petunjuk 
tahunan diberikan untuk mendukung pelaksanaan. 
Tetapi pelaksanaan proses perencanaan 
partisipatoris tahunan yang sebenarnya di daerah-
daerah hanya berhenti pada ide yang ambisius 
dan mekanistik. Dalam prakteknya Musrenbang 
Desa masih terbatas pada kalangan elite desa. 
Proposal desa yang berhasil hanya berkisar kurang 
dari 10% anggaran kabupaten, dan lembaga di 
kabupaten masih melaksanakan program mereka 
tanpa meminta pertimbangan dari desa. 

Saat ini sedang dilaksanakan beberapa 
percobaan di tingkat kabupaten dalam mendukung 
desa. Usaha ini antara lain pendelegasian 
tugas, pengembangan rumusan pembagian 
keuangan, dan dukungan manajemen untuk 
tingkat desa. Tingkat kecepatan percobaan dan 
institusionalisasi akan tergantung atas tekanan 
setempat. Kabupaten yang lebih proaktif dan 
progresif mengenai masalah ADD biasanya 
karena komitmen dan keinginan keras dari Bupati, 
ditambah dengan tekanan yang cukup berarti 
dari organisasi LSM. Salah satu tantangan bagi 
inisiatif kabupaten adalah fragmentasi mandat 
yang terkait dengan desa diantara lembaga 
kabupaten. Fragmentasi ini belum bisa diatasi 
dengan mekanisme koordinasi yang efektif. Peran 
dari kecamatan juga tidak dimaksimalkan.  

Dapartemen Dalam Negeri (terutama Direktorat 
Jendral Pengembangan Masyarakat, PMD) 
sudah memberikan indikasi keinginannya 
untuk melihat kembali kebijakan pemerintah 
mengenai pemerintahan desa sebagaimana 
ditetapkan dalam UU 32/2004 dan peraturan 
pelaksananya. Depdagri juga sudah menunjukkan 
keinginannya untuk bekerja sama dengan  
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jaringan organisasi non pemerintah yang luas 
terkait dengan pemerintahan desa. Meskipun 
demikian belum ada pandangan yang seragam 
dalam pemerintahan sendiri dan perubahan-
perubahan yang harus dibuat serta strategi hukum 
atas perubahan-perubahan tersebut. 

Beberapa lembaga donor sudah memberikan 
dukungan bagi usaha pemerintah desa di masa 
lalu, terutama dalam bidang perencanaan, 
anggaran, penyusunan produk hukum, penguatan 
organisasi berbasis kemasyarakatan, mikro kredit, 
dan peningkatan kerangka perundangan. Ada 
beberapa LSM yang aktif di pemerintahan desa. 
Sebuah jaringan (FPPD) yang memfokuskan diri 
pada pemerintahan desa dibentuk pada tahun 
2003, dengan menggabungkan LSM, lembaga 
peneliti, para akademisi dan pemerintah. 

Kalau mau maju, perlu dilaksanakan penilaian 
yang lebih mendasar atas apa yang diinginkan 
pada pemerintahan tingkat desa dan dengan 
seksama membuat kebijakan dan kerangka 
hukum yang lebih menjanjikan dan lebih 
berkesinambungan, serta mengakomodasi realitas 
dan tradisi lokal yang berbeda-beda. Selanjutnya, 
usaha yang lebih keras diperlukan juga untuk 
meningkatkan kemampuan pemerintahan 
demokratis di desa terkait dengan visi yang sudah 
ditetapkan. Lembaga donor harus memberi 
dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam 
mengembangkan visi tersebut melalui sejumlah 
proses interaktif dan partisipatoris yang melibatkan 
stakeholder. Sesudah visi luas mengenai desa jelas, 
diperlukan tambahan informasi seperti misalnya, 
praktek pemerintahan yang baik, pengalaman 
internasional, pembahasan dengan masyarakat 
yang melibatkan beberapa stakeholder terkait 
untuk dapat memformulasikan sebuah undang-
undang baru (atau bagian dari undang-undang 
pemerintah daerah yang sudah direvisi).

Pemerintahan desa sendiri harus berusaha 
menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan 
mereka, dan menyuarakan kepentingan mereka 
di berbagai tingkat pemerintahan. Asosiasi 
pemerintahan desa merupakan sebuah gejala 
baru dan menjanjikan, tetapi asosiasi ini masih 
memerlukan lebih banyak dukungan dan 
pengkajian bagaimana komposisi yang tepat 
untuk menjamin terkumpulnya pihak-pihak 
berkepentingan di desa tersebut. Asosiasi desa 
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yang sudah ada harus dipetakan, dan diberikan 
dukungan untuk menjelaskan visi dan sasaran 
mereka, cara pengoperasian dan bantuan 
keuangan. PMD memerlukan dukungan yang 
lebih banyak lagi dalam merancang pokok-pokok 
arahan yang direncanakan mengenai Asosisasi 
Pemerintahan Desa (Badan Penasehat Desa dan 
Kepala Desa).

Untuk mendorong pengembangan ekonomi 
desa, diperlukan kerangka pengaturan yang 
kondusif bagi lembaga konstitusi mikrokeuangan 
dan keuangan desa yang kompetitif dan koperasi, 
yang dapat menjelaskan status MFI yang 
informal dan Koperasi dan memberikan arahan 
terperinci mengenai Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES).•



Peran LSM dan Perguruan 
Tinggi sebagai Lembaga 

Perantara dalam 
Desentralisasi Pemerintahan

Dalam masa pemerintahan yang ter-
desentralisasi LSM dan perguruan tinggi 
mengembangkan ruang bagi masyarakat madani 
di pemerintah daerah (secara sendiri-sendiri 
atau bersama) dan mengambil manfaat dari 
ruang ini untuk pengembangan lebih jauh, untuk 
kepentingan mereka sendiri atau dalam kerjasama 
dengan pemerintah. Perguruan tinggi memakai 
pendekatan ini dengan sebuah metodologi yang 
menekankan penyebaran dan penerapan ilmu. 

Pelibatan LSM dengan pemerintah daerah 
dan desa mendahului munculnya desentralisasi, 
meskipun sangat dibatasi sebelum reformasi 
desentralisasi. Pada umumnya LSM berkerja 
terpisah dari  pemerintah daerah. Hubungan 
mereka dengan pemerintah daerah paling kentara 
dalam usaha-usaha yang didukung lembaga 
donor. Meskipun demikian, usaha-usaha mereka 
itu sangat terbatas dan bersifat transitoris dan 
tidak menghasilkan pelibatan komunitas LSM 
yang berkesinambungan dalam desentralisasi 
pemerintahan. 

Dalam masa pra desentralisasi, LSM Indonesia 
benar-benar membuat usaha jaringan, didorong 
oleh keinginan untuk belajar satu sama lain. Tetapi 
jaringan tersebut tetap dipertahankan informal 
dan bukan menjadi prioritas, dan dari banyak 
hal biasanya dianggap berisiko, karena alasan 
pengawasan dan kemungkinan campur tangan 
pemerintah. Meskipun demikian, beberapa LSM 
besar dapat membuat terobosan untuk bekerja 
sama dan menyalurkan dana bagi LSM yang 
lebih kecil. LSM kecil ini pada umumnya bekerja 
secara terisolir dari pemerintah daerah/lokal, 
dan kadangkala cara kerja ini merupakan 
prinsip mendasar yang membanggakan mereka. 
Kecenderungan seperti ini terlihat sangat kuat 
pada LSM yang lebih kecil dan baru dibentuk 
pad tahun 1980-an.

Dengan datangnya “era reformasi” muncullah 
berbagai macam LSM dalam bentuk, ukuran dan 
fokus yang berbeda-beda. LSM menjadi lebih 
terspesialisasi, dengan mengangkat masalah 
pemerintahan daerah seperti korupsi di daerah, 

monitoring program jaringan pengaman sosial, 
dan pemberian pelayanan. Beberapa LSM mulai 
bekerja lebih intensif dengan pemerintah daerah 
sendiri. Lembaga-lembaga donor memperkuat 
LSM tertentu dan mendorong dibentuknya jaringan 
diantara LSM dan dengan pemerintah daerah. 
Dalam banyak hal, lembaga donor membangun 
kapasitas pihak Indonesia didalam proyek-
proyek donor, dan kemudian beralih menjadi 
sebuah LSM pada saat proyek mereka habis, 
dengan harapan akan tercapai kesinambungan. 
Pada umumnya, lembaga donor menciptakan 
“LSM pembangunan” dengan bekerja sama 
dengan komunitas setempat mengenai masalah 
penyediaan air bersih, kesehatan, pendidikan dan 
keperluan dasar lainnya. Meskipun demikian, LSM 
ini sesekali melakukan kontak dengan pemerintah 
daerah/lokal dan memberi advokasi mengenai 
masalah penting kepada kelompok marginal pada 
saat berhadapan dengan pemerintah daerah/
lokal atau pemerintah pusat. 

Media masa juga mengangkat masalah 
desentralisasi dengan intensitas dan ketajaman 
besar. Minat media meningkat pada saat perhatian 
diarahkan pada tugas dewan perwakilan daerah. 
Titik perhatian media adalah korupsi dan politik 
uang di pemerintahan daerah/DPRD. Mungkin 
mereka tidak mempunyai kemampuan analisa 
yang sama mengenai aspek pemerintah daerah, 
seperti analisa anggaran dan masalah pelayanan 
pemerintah. 

LSM telah menyatukan jaringan-jaringan 
mereka agar apa yang dihasilkannya dalam 
upaya advokasi mempunyai dampak yang 
lebih besar untuk mempengaruhi  peraturan 
pemerintah daerah, undang-undang dan 
keputusan menteri terkait dengan otonomi 
daerah. Keterlibatan perguruan tinggi dalam 
masalah desentralisasi, sebelum era reformasi, 
sangat dihambat; dalam banyak kesempatan 
para peneliti bekerja semata-mata untuk lembaga 
pemerintah atau dalam konsep dikooptasi oleh 
ideologi dominan dan kepentingan negara. 
Setelah terbebas dari pengaruh pemerintah pada 
era reformasi, perguruan tinggi sedikit melambat  
dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan 
baru untuk mendukung pemerintah daerah 
bersama-sama dengan pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah sendiri. Meskipun demikian, 
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sejalan dengan perkembangan, beberapa 
perguruan tinggi mulai membuat pusat studi 
untuk mempelajari masalah desentralisasi, 
atau memperkuat masalah desentralisasi ini di 
fakultas atau pusat studi yang sudah ada. 

Dengan datangnya reformasi, lembaga donor 
memberi dukungan kepada lembaga ilmu 
pengetahuan dalam cara yang lebih intensif, 
misalnya melakukan penilaian independen 
terhadap masalah desentralisasi. Lembaga 
donor ini membangun kompetensi lokal melalui 
staf lokal dan konsultan untuk menjalankan 
studi dan program, dan mengadakan kerjasama 
yang lebih besar dengan perguruan tinggi dan 
pusat penelitian yang ada. Pengembangan 
institusi lokal ini merupakan bagian dari wacana 
pengefektifan bantuan, dan dicerminkan dalam 
Deklarasi Paris 2005, meskipun dalam bentuk 
yang masih umum. Saat ini, beberapa proyek 
yang memanfaatkan LSM/Perguruan Tinggi 
yang didukung oleh lembaga donor meletakan 
organisasi ini (yaitu LSM/perguruan tinggi dan 
juga lembaga swasta) di depan dalam strategi 
bantuan mereka. Pada proyek dimana donor 
mendukung Pemerintah Indoensia, peranan 
organisasi perantara masih kurang nampak. 
Ini mungkin menunjukkan kurangnya dialog 
mengenai masalah yang lebih besar bagaimana 
strategi pelepasan diri  dari lembaga donor. 

Hanya waktu yang akan membuktikan 
apakah tiga pelaku yaitu pemerintah-LSM/
perguruan tinggi – lembaga donor akan 
dapat membangun hubungan yang bisa 
memunculkan dampak yang lebih besar dan 
peran donor yang semakin kecil di masa 
datang. Seandainya peningkatan efektivitas 
diharapkan muncul di LSM/perguruan tinggi, 
lembaga donor perlu memberikan penekanan 
lebih kepada pembangunan kapasitas, dan 
dengan seksama mengkaji cara-cara yang 
sukses dan juga usaha-usaha sebelumnya 
yang kurang produktif. Pembahasan yang lebih 
intensif, ditopang dengan bukti bukti yang sahih 
dari pengalaman lapangan, nampaknya akan 
mendorong terjadinya perubahan. Pembahasan 
ini harus didasarkan fondasi konsep yang kuat 
terkait dengan pengembangan kapasitas, dan 
harus berorientasi kepada sasaran yang lebih 
berjangka panjang bagaimana lembaga donor 

akan meninggalkan program tersebut sedikit 
demi sedikit. 

Baik lembaga donor maupun pemerintah 
perlu menghayati berapa lama waktu yang 
diperlukan untuk membangun institusi lokal 
agar institusi tersebut dapat memainkan peran 
yang sekarang diemban lembaga donor. Perlu 
dibuat sejumlah indikator untuk memperkirakan 
kapan pemerintah menjalin suatu ”kontrak 
sosial” dengan masyarakat madani, dimana 
para donor tidak relevan lagi dan hubungan 
antar lembaga nasional dan internasional lebih 
seimbang dan saling menguntungkan. Dalam 
hal ini strategi untuk keluar (exit strategy) yang 
terjadi di Indonesia sebelum krisis ekonomi sangat 
lemah, dan belum teruji oleh waktu. Usaha-usaha 
yang dilakukan terdahulu untuk merombak hal ini 
akhir-akhir ini nampaknya tidak selaras dengan 
masalah-masalah terpenting kelembagaan/
pemerintahan. 

Peran Asosiasi Pemerintah 
Daerah

Dalam konteks reformasi demokrasi 1999, 
pemerintah Indonesia mendorong dan memandu 
pembentukan asosiasi pemerintah daerah 
agar mereka secara terpisah dapat mewakili 
kepentingan kelompok eksekutif daerah dan 
kelompok perwakilan daerah untuk tingkat 
kabupaten, kota dan propinsi. Pengakuan hukum 
atas asosiasi ini terdapat dalam UU 22/1999 
dalam bentuk keanggotaan di DPOD, dan 
juga dalam petunjuk Depdagri. Meskipun bisa 
dilihat sebagai sebuah bentuk usaha intrusif, 
pendekatan diatas sekurang-kurangnya mengakui 
potensi sumbangan asosiasi pemerintah daerah 
pada pembuatan kebijakan otonomi regional 
di Indonesia. Ini sendiri merupakan terobosan 
penting  dari masa sebelum desentralisasi, dimana 
pada saat itu hanya BKS AKSI, yang dikontrol 
dengan sangat ketat diperbolehkan hidup. 

Situasi ini berubah dengan kehadiran UU 
32/2004. DPOD diletakan pada tempat pihak 
yang tidak aman (DPOD “dapat” dibentuk), 
dan ketentuan Partisipasi asosiasi daerah dalam 
DPOD dicabut. Tidak ada satupun penyebutan 
asosiasi dalam UU 32/2004 tersebut. Nampaknya 
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Depdagri mendua sikap terhadap peran asosiasi 
daerah dan ingin mengontrol mereka atau 
mengurangi kekuatan kolektif mereka dalam 
berhadapan dengan pengambil kebijakan 
pemerintah. Bagaimana pemerintah memandang 
asosiasi daerah dan menerima kehadiran asosiasi 
tersebut merupakan keputusan politik yang akan 
membawa konsekwensi tertentu baik bagi asosiasi 
daerah maupun pemerintah. Komunitas lembaga 
donor mempunyai pendapat yang seragam 
bahwa asosiasi daerah dapat dan sebaiknya 
memainkan peran penting sebagai kontributor 
dalam kebijakan dan perundangan yang dapat 
menciptakan mandat pemerintahan daerah, 
tatacara kerja, dan sumber, dan sebagai sebuah 
sumber dukungan dan sumber Pengembangan 
kapasitas bagi para anggotanya.

Asosiasi daerah sangat beragam dalam segi 
kemampuan dan usaha-usaha yang dilakukan 
terhadap anggotanya. Keberagaman ini 
mencerminkan kekuatan dan juga kedudukan 
khusus mereka. Asosiasi Daerah tingkat Propinsi 
tidak berfungsi layaknya asosiasi daerah, karena 
para anggotanya mempunyai hubungan dekat 
dengan para pemegang kekuasaan. Advokasi 
dan pelayanan asosiasi daerah tingkat kabupaten/
kota terhadap anggotanya juga berbeda-beda. 
Asosiasi ini telah semakin mampu selama lima 
tahun terakhir, tetapi dalam kondisi yang agak 
tersendat, dan juga ada kemunduran yang kentara 
pula. Asosiasi daerah mengalami kepemimpinan 
yang tidak stabil dan tidak berimbang pada tingkat 
pengurus dan pelaksana dan sumber daya yang 
rendah berasal dari tidak tetapnya sumbangan 
(fees) dari anggotanya. 

Dalam keadaan seperti ini jelas sekali sulit 
mendukung atau mengembangkan pelayanan 
yang baik kepada para anggota. Meskipun 
demikian, asosiasi daerah sudah mencoba 
mengembangkan pelatihan, seminar dan 
lokakarya, menerbitkan buku panduan, dan 
bahkan memberikan bantuan teknis. Usaha-
usaha ini kebanyakan sangat terbatas. Pelayanan 
yang paling umum adalah pemberian informasi 
(misalnya rancangan undang-undang dan 
rancangan peraturan, undang-undang baru dan 
peraturan baru dan praktek penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik) melalui jurnal atau 
website. Adanya rasa memiliki dan respek atas 

peran asosiasi daerah ini oleh para anggotanya 
terlihat dalam respon mereka dalam masalah 
tsunami4.

Perkembangan asosiasi ini sangat menjanjikan, 
tetapi fragmentasi diantara asosiasi (terutama 
pada tingkat kabupaten/kota, dan antara DPRD 
dan lembaga eksekutif) telah menghambat 
perkembangan asosiasi sejak pembentukannya. 
Jelasnya, mereka belum dapat melakukan 
kerjasama diantara mereka sendiri yang 
memadai, dan oleh karenanya mereka belum 
dapat memberikan advokasi dan pelayanan yang 
efektif kepada para anggotanya sendiri. Salah 
satu kekecualian adalah “Forum Asosiasi” yang 
melibatkan empat asosiasi tingkat kabupaten/kota 
secara keseluruhan5. 

Pola dukungan untuk asosiasi daerah 
nampaknya kurang tepat, walaupun secara 
keseluruhan sangat banyak. Perlu dipertanyakan 
mengapa asosiasi daerah ini tetap lemah sesudah 
mendapat dukungan dari lembaga donor selama 
lima tahun. Mungkin saja bantuan tersebut tidak 
dipedomani oleh suatu analisa Pengembangan 
kapasitas yang komprehensif dan kerangka untuk 
memandunya. Para lembaga donor semua sudah 
memberikan sumbangannya, karena menyadari 
besarnya kebutuhan, tetapi mereka masih belum 
“menyelaraskan” pendekatan mereka sehingga 
apa yang mereka lakukan sungguh dapat 
menghasilkan buah. Sikap mendua Depdagri 
terhadap asosiasi daerah juga terkait dengan 
sedikitnya keberhasilan asosiasi daerah ini. Juga 
harus dimengerti bahwa memang butuh waktu 
untuk membangun kapasitas dalam bidang yang 
begitu rumit seperti misalnya hubungan pusat dan 
daerah dan pengembangan kapasitas pemerintah 
daerah. 

Asosiasi daerah harus memperhitungkan 
apakah struktur dan mandat benar-benar menjadi 

4 Asosisasi Kepala Daerah memfasilitasi pemberian bantuan keuangan dan barang dari 
para anggotanya ke wilayah Aceh. Misalnya BKSI memberikan sumbangan sebesar Rp 
4 triliun.
5   Forum ini mencari bantuan ahli eksternal untuk memahami kerangka hukum dengan lebih 
baik, mencari masukan dari dalam, menggalang kesatuan dalam menghadapi revisi UU 
22/1999, dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat dan DPR. Sayang kerja Forum 
Asosiasi ini merosot sesudah diterapkannya UU 32/2004, bahkan pada saat pandangan dan 
energinya diperlukan untuk mempengaruhi undang-undang pemerintahan baru yang penting 
mengenai masalah-masalah kepala daerah sendiri.
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saluran kepentingan daerah. Karakteristik yang 
terfragmentasi dari asosiasi daerah, dan lingkup 
keanggotaan yang terbatas menjadikan asosiasi 
kepala daerah ini seperti asosiasi profesional 
yang tidak saling terkait. Apa yang selalu menjadi 
pemersatu adalah perasaan bahwa perwakilan 
mereka mencerminkan kepentingan pemerintah 
daerah secara kolektif dan konstituen mereka, 
yaitu konsep ”daerah”.

Agar lebih efektif, asosiasi daerah harus 
menciptakan hubungan yang lebih kuat, atau 
sampai melakukan penggabungan beberapa 
asosiasi (sekurangnya empat tingkat kabupaten/
kota), sehingga perspektif daerah dapat terlihat 
dalam cara yang lebih representatif dan lebih kuat. 
Lembaga donor tidak perlu mencoba mendorong 
penggabungan (merger), tetapi mereka harus 
memberikan dukungan yang memungkinkan 
adanya kerjasama antar asosiasi. Lembaga 
donor juga dapat meningkatkan pengembangan 
organisasi, terkonsentrasi kepada pengurangan 
biaya administrasi tinggi, dukungan pada 
ketrampilan manajemen dan kepemimpinan dan 
meningkatkan kinerja para karyawan melalui 
gaji yang semakin baik untuk karyawan yang 
kompeten. Sangat penting adanya manajemen 
kualitas yang handal bagi semua asosiasi daerah, 
karena para pemimpin asosiasi daerah perlu 
menciptakan strategi kerjasama yang efektif.

Lembaga donor harus juga memberi respon 
atas kebutuhan-kebutuhan karena kebutuhan 
tersebut diinginkan oleh asosiasi daerah sendiri. 
Ide kelompok kerja teknis ADEKSI dan APEKSI 
juga mempunyai daya tarik sendiri (dengan 
menggunakan staf pemerintah daerah dan 
sumber daya dari luar). Kelompok kerja ini 
dapat menghasilkan analisa yang lebih kuat, 
sikap kebijakan yang lebih handal, dan strategi 
komunikasi yang lebih maju. Kelompok kerja ini 
patut mendapat dukungan dari lembaga donor, 
namun demikian usaha ini perlu dibentuk dengan 
mengundang semua asosiasi daerah pada tingkat 
kabupaten/kota, dengan topik bahasan dan 
akhirnya sikap kebijakan yang mencerminkan 
tantangan dan kepentingan bersama. 

Tanggapan terakhir asosiasi daerah atas 
kurangnya pengakuan dari Depdagri adalah 
dengan mengubah dari pendekatan advokasi satu 
jalur, yang hanya ke Depdagri saja, ke pendekatan 

banyak jalur. Perluasan sasaran ini mungkin akan 
memberikan hasil yang lebih produktif daripada 
hubungan yang hanya terfokus kepada Depdagri. 
Namun demikian, ini juga masih tergantung 
sebagian besar kepada apakah asosiasi daerah 
juga akan semakin bersatu berkesinambungan 
dalam menjalankan fungsi advokasinya. Asosiasi 
daerah juga harus sadar bahwa akhirnya yang 
menjadi kunci kesuksesan mereka adalah 
hubungan asosiasi ini dengan Depdagri dan 
dengan departemen lainnya. Depdagri dan 
departemen lain yang terlibat dalam pemerintahan 
daerah perlu melihat keuntungan yang nyata atas 
kerjasamanya dengan asosiasi daerah. Depdagri 
dan departemen lain dapat lebih mudah dibujuk 
untuk bekerjasama apabila asosiasi daerah ini 
mempunyai ide dan saran yang konkret. Depdagri 
dan departemen lain juga akan cenderung lebih 
bisa menerima kehadiran asosiasi daerah apabila 
lembaga donor mempunyai pendapat yang jelas 
bahwa keadaan seperti itu merupakan bagian 
dan paket dari  tatakerja pemerintahan yang baik 
dalam hubungan antar tingkat pemerintahan.

Koordinasi Lembaga
Donor dalam Mendukung 

Desentralisasi/Pemerintahan 
Daerah

Keberhasilan desentralisasi tergantung 
sepenuhnya kepada apa yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia dan para stakeholder. 
Dukungan lembaga donor dapat memainkan 
peran katalisator dalam mempertemukan semua 
stakeholder dan dalam pemberian saran bagi 
pengembangan kebijakan yang lebih efektif. 
Selain itu, pendanaan dari lembaga donor serta 
bantuan teknisnya dapat meliputi sebagian dari 
usaha pengembangan kapasitas yang begitu 
luas, dengan menekankan pengembangan 
model-model yang menjanjikan. Pengembangan 
kapasitas ini diharapkan dapat memunculkan 
pemerintahan daerah yang baik. Berdasarkan 
semua hal di atas, lembaga donor diharapkan 
mampu memberikan sumbangan atas tatacara 
pemerintahan yang baik dalam konteks 
internasional yang relevan.

Sejak 1998, bantuan desentralisasi  difokuskan 
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pada Depdagri dan Depkeu karena mereka 
mempunyai peran kritis dalam pembentukan 
kerangka bagi daerah terkait dengan masalah 
administrasi dan keuangan. Untuk suatu periode 
(tahun 2003 – pertengahan 2005) Depdagri 
menjadi sedikit enggan untuk meminta bantuan 
dari lembaga donor dalam pembuatan kebijakan 
mereka, meskipun Depkeu dan Bappenas terus 
meminta bantuan untuk beberapa usaha reformasi. 
Sifat tertutup dari proses pembuatan rancangan 
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan 
mencerminkan apa yang dirasakan pemerintah 
pada saat itu.  Akhir-akhir ini dukungan lembaga 
ke Depdagri sudah meningkat, dan departemen 
ini sudah menunjukkan pendekatan yang lebih 
terbuka kepada organisasi non pemerintah. 
Bappenas dan Depkeu tetap masih mempunyai 
dukungan yang relatif stabil. 

Sesudah masa awal dimana lembaga bilateral 
memainkan peran yang penting  diantara lembaga 
donor (sampai pada tahun 2000), IFI baru-baru 
ini sudah masuk gelanggang dengan pinjaman 
yang cukup besar. IFI juga mengambil peran yang 
semakin besar dalam pembahasan kebijakan 
(khususnya melalui CGI) dan pengembangan 
kapasitas daerah. Pada tahun 1992 Bank Dunia 
juga menjadi sponsor pertemuan CGI dari segi 
lembaga donor. Bank Dunia menggunakan forum 
ini pada masa reformasi untuk mendorong dialog 
mengenai reformasi, termasuk desentralisasi. 
Ini terutama dilakukan melalui Kelompok Kerja 
Bersama Desentralisasi, salah satu dari kelompok 
kerja CGI. Kelompok kerja ini diketuai oleh 
Pemerintah Indonesia (Depdagri) dan dengan 
wakil ketua dari sebuah lembaga donor. Lembaga 
donor bilateral terus memainkan peran penting 
dengan menjadi ketua Kelompok Kerja Bersama 
Desentralisasi dari pihak lembaga donor, 
dan menjadi penyumbang bantuan pokok ke 
Depdagri, Depkeu dan Bappenas. Proyek-proyek 
sektoral cenderung lebih banyak menerima 
bantuan dari IFI.

Fokus dukungan kebijakan nasional dalam 
dua tahun terakhir sudah bergeser dari masalah 
politis/administratif ke masalah manajemen 
keuangan. Dukungan ini termasuk penekanan 
baru pada perbaikan struktur dan tatakerja pada 
tingkat nasional (misalnya PRSP, perencanaan 

jangka menengah nasional, proses anggaran, 
badan pelayanan khusus), dengan harapan 
bahwa perubahan-perubahan seperti itu bisa juga 
dilaksanakan di tingkat regional, atau bahwa para 
pelaksana di tingkat nasional yang lebih efisien 
dapat memperoleh beberapa pengaruh lanjutan 
atas pemerintahan/pembangunan daerah. Suatu 
usaha baru untuk melibatkan lembaga donor 
dalam persiapan peraturan pelaksana untuk 
UU 32/2004 juga dirintis di Depdagri. Sebuah 
usaha sedang dilakukan untuk mempertemukan 
beberapa arus perundangan (misalnya UU 
25/2004 dan UU 33/2004) pada saat Peraturan 
Pemerintah sedang dibuat. 

Sepanjang sejarah perkembangan pemberian 
bantuan, lembaga donor telah mengambil 
peran utama dalam peran koordinasi upayanya. 
Saling bagi informasi biasanya dilakukan melalui 
hubungan pribadi di antara lembaga donor 
dan seringkali pertemuan informal multi donor. 
Sejak tahun 2000 tukar informasi ini dilakukan 
terutama melalui pertemuan berkala Kelompok 
Kerja Donor tentang Desentralisasi. Ketika 
jumlah donor meningkat, diperlukan usaha untuk 
lebih memberikan struktur dan mengintensifkan 
koordinasi dan kerjasama. Pada saat tertentu 
Pemerintah Indonesia memimpin usaha koordinasi 
ini (misalnya Bappenas pada tahun 1999). Tetapi 
pada umumnya usaha-usaha ini dilakukan 
oleh lembaga donor dengan hasil yang cukup 
memuaskan. Meskipun demikian, usaha ini tetap 
tidak bisa menghindari sejumlah besar tumpang 
tindih dan pemborosan, seperti tampak pada 
bidang perencanaan dan anggaran daerah  
misalnya. Lembaga donor melakukan kerja sama 
yang erat dengan rekan kerja mereka tetapi 
masih belum dapat juga menyeleraskan usaha 
yang terkait dengan keseluruhan proyek lembaga 
donor atau belum dapat juga mendorong langkah 
koordinasi di seluruh unit pemerintahan.

Pada saat perhatian yang diberikan kepada 
isu desentralisasi di forum CGI semakin lemah, 
Kelompok Kerja Bersama Desentralisasi sudah 
berjuang untuk mendapatkan mekanisme agar 
dapat menjadi lebih aktif dan efektif. Akhirnya, 
pada tahun 2005  pencarian seperti itu mengarah 
ke pembentukan Sekretariat Tetap (Permanen 
Secretariat – PS) Kelompok Kerja Bersama 
Desentralisasi, yang terdiri dari misalnya Depdagri, 
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Bappenas, Depkeu dan Menpan (tingkat eselon 
II) yang terlibat dalam desentralisasi. Struktur 
ini diharapkan menjadi semacam kendaraan 
operasional bagi koordinasi lembaga donor, 
melalui pembuatan kelompok kerja teknis dengan 
menggabungkan pihak pemerintah, lembaga 
donor dan para stakeholder lainnya. Meskipun 
demikian, pembuatan sekretariat tersebut berjalan 
lambat; Sekretariat mempunyai kantor, staf 
dan sumber yang kurang memadai untuk bisa 
menjalankan tugas mereka. Hal ini membuat para 
donor meragukan keberhasilannya. Beberapa 
lembaga donor juga mengkhawatirkan bahwa 
Kelompok Kerja Bersama Desentralisasi/PS akan 
dipandang oleh organisasi pemerintah pusat 
lainnya sebagai badan yang didominasi oleh 
Depdagri, dan saran untuk menciptakan lembaga 
koordinasi yang lebih tinggi mulai dikemukakan 
(misalnya di Sekretariat Kepresidenan).

Perkembangan penting lain yang terjadi pada 
tahun 2005 adalah pembentukan Lembaga 
Penyedia Bantuan Desentralisasi (DSF). DSF 
merupakan sebuah usaha bersama yang disetujui 
oleh beberapa lembaga donor. DSF pada dasarnya 
dibiayai oleh Departemen Pengembangan 
Internasional Inggris (DFID) dan dikelola oleh 
Bank Dunia, dibawah suatu Trust Fund. Lembaga 
partner tersebut adalah ADB, AUSAID, CIDA, 
DIFD, GTZ, Negeri Belanda, UNDP, USAID  dan 
Bank Dunia. Peran yang dilakukan DSF antara 
lain usaha untuk mengembangkan indikator 
kinerja pemerintahan daerah, melakukan 
survey atas desentralisasi dan pemerintahan, 
dan mengadakan penelahaan atas proses 
desentralisasi yang sedang dilaksanakan atas 
nama Kelompok Kerja Bersama Desentralisasi. 
DSF juga berusaha mengintensifkan semangat 
kerjasama diantara para pemain kunci di setiap 
lembaga di semua tingkat pemerintahan. Usaha 
untuk menggalang keselarasan dukungan 
lembaga donor ini mendapat sambutan baik 
dari berbagai pihak. Setelah masa permulaan 
yang agak tersendat, DSF saat ini sedang 
mencari sarana-sarana yang lebih strategis agar 
Pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan 
instansi Pemerintah Indonesia dalam komisi 
manajemen DSF dan ingin juga mendorong 
dialog aktif tingkat direktorat jendral/staf setingkat 
direktur dengan Tim Bidang Fokus Teknis (Focal 

Areas). DSF juga mendukung kerjasama yang luas 
dengan para stakeholder utama yang lain dalam 
proses desentralisasi seperti pemerintah, asosiasi 
daerah, LSM dan lembaga peneliti. 

Yang masih sedikit tertinggal di tingkat 
koordinasi saat ini adalah LSM dan asosiasi 
daerah. Juga kurangnya dimensi politis. Sebuah 
dialog yang menggabungkan semua elemen 
ini akan menyebabkan tantangan yang sulit, 
namun ini adalah bidang yang harus dipenuhi 
karena pemerintah sendiri sudah berkomitmen 
untuk masuk kedalam tahap “konsolidasi” untuk 
desentralisasi dimana kerangka hukum yang 
ada sekarang ini harus diperjelas, dan mungkin 
juga harus ditinjau kembali di masa datang. 
Posisi yang dipegang Pemerintah Indonesia saat 
ini menunjukkan bahwa lembaga donor dapat 
berharap akan dilibatkan dalam pemerintahan 
daerah/desentralisasi sekurang-kurangnya 5-10 
tahun kedepan asalkan Pemerintah Indonesia terus 
melihat pentingnya nilai bantuan tersebut.

Rencana Kerja Permanen Sekretariat sedemikian 
ambisius, dan perlu sumber yang sangat besar dari 
pemerintah Indonesia dan lembaga donor, dan 
hubungan yang semakin dekat dan intensif diantara 
keduanya. Struktur ini (peran, keanggotaan, dan 
hubungan) antara Kelompok Kerja Bersama 
Desentralisasi, Permanent Secretariat dan 
Kelompok Kerja Teknis (DSF), masih tetap tidak 
jelas dalam beberapa hal. Asalkan pendekatan 
institusional tersebut diperjelas, pendekatan ini 
dapat diharapkan menjadi sebuah forum efektif 
untuk membahas kebijakan dan dukungan donor. 
Namun demikian, pendekatan ini memerlukan 
investasi besar dari pihak Pemerintah Indonesia 
agar dapat berjalan. Pendekatan ini memerlukan 
koordinasi yang lebih baik agar kebijakan 
Pemerintah Indonesia pada umumnya dapat 
diungkap (masalah desentralisasi dan koordinasi 
donor) dan pendekatan ini memerlukan personel, 
kantor dan PS yang handal. Di samping itu negara 
donor juga perlu melakukan usaha yang lebih 
intensif untuk mendukung Pemerintah Indonesia 
memainkan peran utama. Penggunaan sekretariat 
yang efektif dapat membantu menghindari 
duplikasi dan celah yang terlihat dalam dukungan 
reformasi sampai saat ini. 

Salah satu cara lain untuk menguatkan forum 
Kelompok Kerja Bersama Desentralisasi adalah 
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menghubungkannya secara ketat dengan 
kelompok kerja CGI mengenai keefektifan 
bantuan. CGI belum begitu aktif, tetapi 
masalah yang mereka angkat sangat penting 
untuk mendorong keberhasilan dukungan 
desentralisasi; perlunya memperkuat kapasitas 
Pemerintah dalam penyelenggaraan reformasi dan 
koordinasi dengan lembaga terkait; meningkatkan 
keterlibatan masyarakat madani; mengidentifikasi 
dan menerapkan pendekatan pengembangan 
kapasitas yang paling efektif.

Apabila usah Kelompok Kerja Bersama 
Desentralisasi tidak dapat dilanjutkan, penting 
sekali untuk mengidentifikasi forum lain demi 
koordinasi yang lebih efektif dalam pemerintahan 
lokal/desentralisasi. Dengan tidak mempersoalkan 
bentuk yang merupakan prinsip utama adalah 
menghubungkan platform atau forum para 
lembaga donor atau berbagai stakeholder 
terkait dengan usaha koordinasi kebijakan dari 
negara.•



HUBUNGAN ANTARA PENELITIAN INI DENGAN
GRAND STRATEGY DAN NAPFD

G
rand Strategy (2005)6 dan Rencana 
Aksi Nasional Desentralisasi 
Fiskal (NAPFD)7 sudah dibuat 
untuk mengarahkan pemerintah 
dalam pemetaan arah reformasi 

desentralisasi. Karena persiapan dan isi dari 
kedua dokumen diatas tidak ditulis bersadarkan  
observasi dan masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini, bukanlah suatu hal yang mudah 
menggabungkan penemuan dan rekomendasi 
yang tertulis dalam ketiga dokumen ini.  

Para penulis memperhatikan Grand Strategy 
tersebut dalam penyusunan laporan ini untuk 
menekankan sasaran reformasi pemerintah/
negara, terutama dimana sasaran tersebut tidak 
terdapat dalam undang-undang, peraturan atau 
instrumen departemen. Namun demikian, analisa 
dan kesimpulan dari beberapa bagian Grand 
Strategy perlu terbuka bagi pembahasan lebih 
lanjut, dalam kerangka sumbangan penelitian 
ini serta usulan-usulan yang lain. Secara khusus, 
Grand Strategy tersebut tidak mengangkat 
masalah-masalah penting yang dibicarakan 
dalam penelitian ini (dokumen tersebut hanya 
menyangkut 7 dari 20 pokok bahasan yang 
dilaporkan dalam penelitian ini, lihat tabel di 
bawah).

Demikian pula, NAPFD hanyalah merupakan 
potongan kecil desentralisasi, yang terutama 
mencakup  masalah fiskal (dengan tambahan 
kedalam pokok tugas dan pelayanan fungsional). 
NAPFD menempatkan DPOD di depan  terkait 
dengan strategi pelaksanaan reformasi. 
Beberapa tindakan yang diusulkan dalam 
NAPFD sudah tercapai (bahkan sebelum 
dokumen ini diselesaikan); tindakan tersebut juga 
membutuhkan klarifikasi dan kajian tambahan. 
Disarankan agar dokumen ini terbuka untuk 
pembahasan pada beberapa pokok masalah.

Karena adanya penekanan dan lingkup yang 
berbeda diantara ketiga dokumen tersebut,  
ketiga dokumen itu mungkin paling berguna 
kalau dipakai sebagai pelengkap satu sama lain 
daripada dijadikan sebuah kumpulan terpadu. 
Untuk beberapa pokok masalah, penelitian ini 
menyajikan analisa dan rekomendasi tambahan 
yang dapat menggiatkan kembali beberapa 
masalah yang dibahas dalam Grand Strategy 
dan NAPFD. Hasil yang diinginkan adalah 
Strategi Pemerintah Indonesia yang terpadu, yang 
mencerminkan kedalaman isu dan konsensus 
secara umum terutama dari Pemerintah Indonesia, 
tetapi juga dari para stakeholder dan donor 
yang akan muncul melalui diskusi yang bisa 
menggunakan ketiga dokumen di atas. •

6 Versi July 15,2005, yang disiapkan oleh Depdagri. Ini dipresentasikan ke Kabinet dan 
Depdagri yang diharapkan agar dapat diangkat menjadi Keputusan Presiden.
7 Versi yang menyertai surat yang ditandatangani Sri Mulyani, Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional untuk Bank Perkembangan Asia, 10 Oktober 2005.
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HUBUNGAN ANTARA PENELITIAN INI DENGAN GRAND STRATEGY DAN NAPFD



54 DESENTRALISAsI 2006

��������������
�������
�����

����������
�������
�����������

����������
�������
������������

����������������

������������������
��������������
��������������������
�������������

������������
��������
�������������������
��������������������
���������������������
����������������������
������������������������
����������������������
����������������
������������������

����������������

����������������

����������������

���������������������������
�������������������������
������������������������������
��������������������������
����������������������������
�������������������������������
���������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������
������������������������

����������������

����������������








